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Abstrak

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah
yang cukup serius serta memerlukan pemecahan. Permasalahan dalam ini adalah
bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan
di minimarket Indomaret, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan di minimarket Indomaret, bagaimana pertimbangan
hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN
Bnj. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan
Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj adalah Majelis Hakim
mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak
ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal
yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang
telah memutus perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan
dalam persidangan, sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah
pernah dihukum serta terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THEFT
ACCOMPANIED BY VIOLENCE AT INDOMARET MINIMARKET
(Study of Binjai District Court Decision Number 24/Pid.B/2021/PN Bnj)

Abstract
The criminal act of theft is still in a dilemma and is a problem that is quite serious
and requires a solution. The problem in this is how to regulate the law on the
crime of theft accompanied by violence at the Indomaret minimarket, what is the
responsibility for the perpetrators of the crime of theft by violence at the
Indomaret minimarket, what are the legal considerations of the judges in the
decision of the District Court of Binjai Number 24/Pid.B/2021/PN Bnj. The
results of the study show that the legal considerations of the judges in the decision
of the Binjai District Court Number 24/Pid.B/2021/PN Bnj are that the Panel of
Judges has considerations starting from the demands of the Public Prosecutor,
the fulfillment of the elements according to the article being charged and there is
no justification. and forgiving, thus being found guilty, as well as aggravating and
mitigating circumstances. The considerations of the Panel of Judges who decided
on this case were things that made it easier for the defendant to be polite in court,
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while the aggravating thing was that the defendant had already been convicted
and the defendant had already enjoyed the proceeds of his crime.

Keywords: Crime, Theft, Violence

PENDAHULUAN

Pencurian adalah “tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau
harta kekayaan seseorang”. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang
paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tindak pidana ini
bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti
pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat
khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya
pencurian.

Akhir-akhir ini berbagai bentuk pencurian semakin sering terjadi dan
sangat meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat seharihari. Berbagai
modus operandi dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari Hipnotis,
menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol menggunakan
senjata api, yang membuat korban tidak mampu berkutik. Pencurian yang
dilakukan pun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi
terfokus kerumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di
tempat keramaian seperti bank, toko emas, pengadaian, swalayan, dengan hasil
rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan
bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mencuri sesuatu yang
bukan miliknya disertai dengan perbuatan terhadap fisik dengan menggunakan
tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan kepada orang yang
merupakan objek pencurian dan mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak
berdaya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi misalnya
dilakukan atau disertai dengan adanya orang lain luka berat, kematian, pencurian
itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara

bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat,
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menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah
palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Hakikatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan
yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral dan hukum serta
membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari
kepentingan nasional penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan
perilaku yang negatif dan sangat merugikan moral masyarakat.

Kasus tindak pidana dengan kekerasan contohnya seperti dalam putusan
Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj dengan terdakwa Surya
Darma als Galung melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk
memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai
barang yang diambil, jika perbutan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu.

Perbuatan yang dilakukan oleh Surya Darma als Galung terjadi di toko
indomaret simpang Jalan Baru Megawati JI. T.A.Hamzah Kel. Jati karya Kec.
Binjai. Terdakwa bersama Wahyu (DPO) mengendarai sepeda motor honda vario
warna hitam BK-6120-RAR mendatangi Toko Indomaret sedangkan Wahyu
menunggu di atas sepeda motor, setelah terdakwa masuk ke dalam terdakwa
mendatangi meja kasir yang sedang dijaga oleh Herdinal Angga, kemudian
terdakwa mengambil coklat, lalu terdakwa langsung mengambil sebilah pisau
belati langsung diarahkan ke korban. Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa
dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang
akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan

kekerasan di minimarket Indomaret ?

Page | 154



Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2023
Published : 1-03-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 152-165

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan
kekerasan di minimarket Indomaret ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri
Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini
merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta
menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang
dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan
analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari
suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-
peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana pencurian serta meneliti dan
menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam
hubungannya dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan

kekerasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah™ dalam Pasal 364,
373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau
dua juta lima ratus ribu rupiah.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka harus diberikan
sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan
hukum terhadap pelaku dengan kekerasan. Secara konseptional, maka inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai
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rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk
mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau
manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum
diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa
hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di
dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang Kkegiatan
penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan
kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan
penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat
penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas,
kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum
menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja
sama yang baik.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di
atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak
pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana
pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP
merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu
sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan
yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah
kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap

barang.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan menimbulkan banyak
keresahan di masyarakat, dimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan
tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Dengan tingginya faktor-
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faktor tersebut maka harus ada upaya penanggulangan dari faktor-faktor tindak
pidana tersebut.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan
mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian
perkaranya. Mencari upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan memang
tidak mudah, sehingga peranan masyarakat, aparat pemerintah dalam mengambil
langkah-langkah sangat diharapkan guna mengurangi pencurian dengan
kekerasan.

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka
panjang haruslah didasarkan kepada suatu teori tentang prilaku manusia yang sah
tanpa itu sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan
kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebab itulah
sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam
pencegahan kejahatan kejahatan pencurian, maka selain sifat sebagaimana
tersebut di atas yang harus diteliti juga haruslah diteliti faktor-faktor apa yang
menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebutlah baru
dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menaggulangi
kejahatan pencurian tersebut.

Pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu bentuk gangguan
keamanan dan ketertiban lingkungan masyarkat dan hal ini meresahkan warga.
Pencurian tidak hanya dilakukan pada malam hari, bahkan pelaku juga melakukan
aksinya pada siang hari.

Hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-
nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual,
visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Hakim
dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi
rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.Dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan
seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat

dipertanggungjawabkan atau tidak.
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Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan
sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan
putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu
relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat
dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar,
dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru
akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan
tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan
hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk
menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk
menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada
batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus
berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan
bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di
hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan
alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa
terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti
yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti
satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan
pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang
menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14
ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan

bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
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pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam
persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. oleh
karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa
yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal
tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis
yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta
pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa,
akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa,
ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

a. Pertimbangan yuridis
b. Pertimbangan non yuridis.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat
dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang
pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang
bersifat yuridis.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan
putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis
saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa
ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,
kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana
pencurian dengan kekerasan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan
terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti

didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.
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Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh
terdakwa  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Binjai  Nomor
24/Pid.B/2021/PN.Bnj yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Hal yang memberatkan adalah :

a. Terdakwa sudah pernah dihukum.

b. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan
terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum,
sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan
tunggal sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa
tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat  menghilangkan
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,
sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh
karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian
dengan kekerasan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan
dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan
penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya
melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim
menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-
fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan

Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana
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pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian telah sesusi atau
sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukannya. Karena menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap
terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi
juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak
akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial
kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan
yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya
unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar
dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan
meringankan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perkara putusan
Pengadilan Negeri Binjai Nomor 24/Pid.B/2021/PN.Bnj, menurut penulis
seharusnya lebih berat sebab tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang
digolongkan ke dalam kejahatan terhadap harta sangat meresahkan masyarakat.
Kasus pencurian ini dapat menimbulkan dampak baik bagi korban atau pelaku
pencurian sendiri. Terhadap korban, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya
pencurian yaitu antara lain kehilangan harta benda mereka. Selain itu dampak
yang ditimbulkan bagi korban yaitu menimbulkan trauma yang mendalam karena
hartanya telah dicuri. Sedangkan bagi pelaku pencurian sendiri, dampak yang
ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat diancam pidana yang
tersebut dalam buku ke-2 KUHP dan juga dapat sanksi dari masyarakat yaitu
berupa cemohan serta diasingkan dari pergaulan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di
minimarket Indomaret adalah diatur dalam Pasal 365 KUHP.Pencurian dengan
kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan
yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan

aksinya.
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Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di
minimarket Indomaret adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan dakwaan
dari Jaksa Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan Alternatif Kesatu yakni memenuhi unsur Pasal 365 ayat (2) Ke-2
KUHPidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan,
dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai
Nomor 24/Pid.B/2021/PN Bnj adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-
pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-
unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan
pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan
meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara
ini yaitu hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum serta

terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Kusno, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2019..

Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural
Kriminologi, Hukum. UNPAD Press, Bandung, 2014,

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bhakti, Bandung, 2015

Atmadja, Mochtar Kusuma, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,
(Bandung: Alumni), 2012,

Atmasasmitha, Romli, Teori & Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung,
2012.

Bawengan., Gerson W. Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2010

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010.

Dirjdosiswono, Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention),
Alumni: Bandung, 2013.

Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011.

Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Page | 162



VAN Tor

&

YAYASAN

Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2023
Published : 1-03-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 152-165

Hamdan, M. Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2010

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.

llyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education,
Yogyakarta 2012

Kansil, C.S.T, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1998.

Kartono, Kartini, Patalogi Sosial Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2018

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022).
The Implementation of Wagf Planning and Development Through Islamic
Financial Institutions in Indonesia. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan
Indonesia), 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human
Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. Specialusis
Ugdymas, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource
Development Strategies in Improving Employee Performance in
Cooperatives. Jurnal Akta, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022).
SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL
TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA
MAHASISWA  UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT
INDONESIA. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2), 1-11. Retrievedfrom
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN

PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM
PENGEMBANGAN ORGANISASI. Jurnal PKM Hablum
Minannas, 1(2), 31-36. Retrieved from

http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182
ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE
INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM
ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA
MEDAN. Jurnal Darma Agung, [S.I.], v. 30, n. 1, p. 118-125, apr. 2022.

ISSN 2654-3915. Available at:
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>.
Date accessed: 04 nov. 2022.

doi: http://dx.doi.org/10.46930/0jsuda.v30i1.1430.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA
MEDAN. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(1), 19-24. Retrieved from
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(3), 1274-1280.

Page | 163


http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182
http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430
http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113

Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2023
Published : 1-03-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 152-165

YAYASAN

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga
Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung
Morawa. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences
(JEHSS), 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). Jurnal lImiah
METADATA, 4(3), 285-300. Retrieved from
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI
PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI
KREATIF. Jurnal Darma  Agung, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/0jsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK
PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN
CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. JURNAL PENELITIAN
PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 7(2), 162-166.
https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA
KOTA MEDAN. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(1), 19-24.
Retrieved from
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. Journal of Education,
Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga
Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang
Tanjung Morawa. Journal of Education, Humaniora and Social
Sciences (JEHSS), 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). Jurnal
lImiah METADATA, 4(3), 285-300. Retrieved from
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/23
7

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI
PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI
KREATIF. Jurnal Darma  Agung, 30(3), 865 - 882
doi:10.46930/0jsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK
PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE
MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. JURNAL

Page | 164


http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237
https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237
http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237

Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.1, Maret 2023
Published : 1-03-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 152-165

PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 7(2), 162-166.
https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management
Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra,
23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109 b3
3f84d5-5elc-45ef-bcec-966dabd7f3ae. pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management
Model Based on Digital Marketing, 32 (191).
10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109 ba
dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The
Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare
Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama
Work  Industries Tanjung Morawa, Deli  Serdang, North
Sumatra. International Journal of Business, Technology and
Organizational Behavior (1JBTOB), 2(6), 646-656.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN
ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN
ORGANISASI. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2), 31-36.

Nst, V. F. H.,, Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI
PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI
MANDIRI MEDAN. JURNAL PROINTEGRITA, 6(3), 201-213.

Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI
PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI
DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATUBARA. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2),
42-46.

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF
ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE
PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI
MEDAN. Jurnal Darma Agung, 31(1), 123-140.

Page | 165


https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

